| SALINAN |

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Lkeadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis Dbelanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan wuntuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran
2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

5. Undang-Undang . ... ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4713);

14.Peraturan ... .. ..
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1089 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16 );

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun
2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tegal Nomor 11);

25.Peraturan ............



25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2015
Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
Dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan Tahun  Anggaran 2016 semula  berjumlah
Rp.1.032.686.389.000,- (satu trilyun tiga puluh dua milyar enam ratus delapan
puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah
sejumlah Rp.48.462.007.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus enam
puluh dua juta tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.081.148.396.000,-
(satu trilyun delapan puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta tiga
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Belanja Daerah semula berjumlah
Rp.1.133.323.560.000,- (satu trilyun seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus
dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah
Rp.84.375.118.000,- (delapan puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima
juta seratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp.1.217.698.678.000,- (satu trilyun dua ratus tujuh belas milyar enam ratus
sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp. 1.032.686.389.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 48.462.007.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.081.148.396.000,-

b. Belanja . . . . ..



b. Belanja Daerah

1. semula Rp. 1.133.323.560.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 84.375.118.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.217.698.678.000,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan  Rp.( 136.550.282.000,-)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan

a) semula Rp. 105.790.644.000,-
b) bertambah/(berkurang) Rp. 35.913.111.000,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 141.703.755.000,-

2. Pengeluaran

a) semula Rp. 5.153.473.000,-

b) bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.153.473.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 136.550.282.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

setelah Perubahan Rp. 0,-
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri
dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
1. semula Rp. 258.668.643.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 14.801.714.000,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 273.470.357.000,-

b. Dana Perimbangan

1. semula Rp. 636.166.657.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 107.382.934.000.-
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 743.549.591.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. semula Rp. 137.851.089.000,-
2. bertambah / ( berkurang) Rp. (73.722.641.000,-)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah -
Perubahan Rp. 64.128.448.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari :



a. Pajak Daerah

1. semula Rp. 48.736.351.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 122.838.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 48.859.189.000,-
b. Retribusi Daerah

1. semula Rp. 20.710.183.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.712.433.000,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 22.422.616.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. semula Rp. 3.746.306.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 226.078.000,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.972.384.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. semula Rp. 185.475.803.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 12.740.365.000,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

setelah perubahan Rp. 198.216.168.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1. semula Rp. 25.264.986.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 7.153.748.000,-

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp. 32.418.734.000,-
b. Dana Alokasi Umum

1. semula Rp. 490.772.001.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.490.772.001.000,-.

c. Dana Alokasi Khusus
1. semula Rp. 120.129.670.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 100.229.186.000,-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 220.358.856.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil . . . . ..



a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1. semula Rp. 38.955.789.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 65.659.000,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 39.021.448.000,-

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. semula Rp. 94.704.427.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. (94.704.427.000,-)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah perubahan Rp. 0,-

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. semula Rp. 4.190.873.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 20.916.127.000,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau -
Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 25.107.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1. semula Rp. 470.637.246.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 10.061.224.000,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 480.698.470.000,-

b. Belanja Langsung

1. semula Rp. 662.686.314.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 74.313.894.000.-
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 737.000.208.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari :

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 456.622.966.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 7.023.324.000,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 463.646.290.000,-
b. Belanja Bunga

1. semula Rp. 22.352.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 22.352.000,-
c. Belanja Hibah

1. semula Rp. 10.955.244.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.037.900.000,-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 13.993.144.000,-

d. Belanja Hibah . . . . ..



d. Belanja Bantuan Sosial

1. semula Rp. 350.000.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 350.000.000,-

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. semula Rp. 686.684.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada -
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 686.684.000,-
f. Belanja Tidak Terduga

1. semula Rp. 2.000.000.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 29.875.668.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.754.979.000,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 31.630.647.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa

1. semula Rp. 363.271.610.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 50.557.927.000,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 413.829.537.000,-
c. Belanja Modal

1. semula Rp. 269.539.036.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 22.000.988.000,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 291.540.024.000,-
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri
dari:

a. Penerimaan

1. semula Rp. 105.790.644.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 35.913.111.000,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 141.703.755.000,-
b. Pengeluaran

1. semula Rp. 5.153.473.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 5.153.473.000,-

(2) Penerimaan . . . . ..



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran 2015

1. semula

Rp. 105.790.644.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 35.913.111.000,-
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah

perubahan

Rp.141.703.755.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. semula

Rp. 1.575.000.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah -
Daerah setelah perubahan Rp. 1.575.000.000,-

b. Pembayaran Pokok Utang

1. semula

Rp. 182.922.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang -
jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 182.922.000,-

c. Pembayaran Bunga Utang

1. semula Rp. 3.395.551.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembayaran bunga utang yang jatuh

tempo setelah Perubahan Rp. 3.395.551.000,-
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran IVa :
6. Lampiran V

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis
Pendapatan dan Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan
Jenis Pengeluaran;

Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Daerah  Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

7. Lampiran VI . . . . ..
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7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;
8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

9. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah;

11. Lampiran X : Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Belanja Daerah
Dalam APBD Tahun Anggaran 2016;

12. Lampiran XI : Sinkronisasi Prioritas Provinsi Jawa Tengah dengan

Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 25 Oktober 2016
WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 25 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 5/ 2016
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Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001




